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BAB1

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan suatu perusahaan tentulah dibutuhkan tenaga manusia sebagai
tenaga penggerak, agar perusahaan tersebut dapat berjalan sebagaimana dihajatkan
oleh pendirinya. Perusahaan tidak hanya dapat menyandarkan kegiatan produksinya
pada mesin-mesin, tetapi juga harus memakai tenaga kerja didalam menjalankan
mesin mesin tersebut.

Untuk itu maka penempatan manusia sebagai bentuk wujud kerja sama yang
pada dasarnya saling membutuhkan harus dapat melindungi kepentingan-kepentingan
pribadi di dalamnya juga kepentingan si perusahaan maupun kepentingan para pekerja
itu sendiri dalam melakukan kegiatannya.

Hubungan Industrial Pancasila yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya
sangat baik, dimana penempatan pekerja dan perusahaan melalui majikan memiliki
kedudukan yang setara, yaitu si pekerja adalah merupakan rekan majikan di dalam
melakukan produksi.

Perihal hak pekerja diatur dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945 menjelaskan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Kondisi tenaga kerja pada saat ini masih memprihatinkan. Hal ini disebabkan
xarena kualitas tenaga kerja yang ada masih jauh dari harapan. Masih rendahnya

kualitas tenaga kerja telah mempengaruhi perkembangan industri dalam negeri dan
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Sebagai suatu tindakan antisipasi dalam hal timbulnya risiko atas pelaksanaan
pekerjaan pekerja, maka pemerintah menetapkan ketentuan pemberian Jaminan Sosial
Tenaga Kerja di perusahaan swasta, BUMN dan BUMD.

Pengalihan risiko kepada PT. Jamsostek (Persero) dilakukan dengan tata cara
prosedur tertentu dan memberikan suatu timbal balik, bahwa Jaminan Sosial Tenaga
Kerja adalah merupakan kewajiban suatu perusahaan yang memiliki tenaga kerja
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, sehingga dalam penerapannya pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja ini dilakukan antara PT. Jamsostek (Persero) dengan Pengusaha dengan Pekerja
di sisi lainnya.

Apabila sebuah perusahaan mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
maka perusahaan tersebut akan dibebankan bebarapa kewajiban yang harus
dilaksanakan sehingga apabila risiko yang diatur di dalam UU No.3 tahun 1992
terjadi maka PT. Jamsostek (Persero) akan memberikan santunannya.

Adapun program-program Jamsotek yang diatur dalam UU No.3 tahun 1992
adalah meliputi:
1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Yaitu melindungi tenaga kerja dari resiko kecelakaan kerja maupun penyakit
akibat kerja. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh
penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja

baik fisik maupun mental.
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atau perjanjian.
Perihal Hukum Perjanjian sebagai termuat dalam Buku [II KUH Perdata yang
berjudul tentang perikatan, yang keseluruhannya terdiri atas delapan belas bab (bab 1

sampai dengan bab XVIII). Bab | sampai dengan IV mengatur tentang :

L. : Perikatan pada umumnya

1. : Perikatan yang lahir dari perjanjian

1. : Perikatan yang lahir dari undang-undang
IV.  : Mengatur tentang hapusnya perikatan.

Bab V sampai dengan Bab XVIII mengatur tentang perjanjian-perjanjian
khusus yang merupakan tipe-tipe dari perjanjian-perjanjian yang selalu terjadi dalam
masyarakat, dan lazim disebut perjanjian bernama.

Kalau kita perhatikan dari hal perikatan dalam Buku III antara yang diatur
pada Bab I sampai dengan Bab [V adalah mengatur tentang pokok-pokok perikatan,
sedangkan bab V sampai dengan Bab XVIII memuat pembahasan lebih lanjut,
kadang-kadang pengulangan dari bahagian umum. Jadi bahagian umum dari Buku III
tersebut pada dasarnya berlaku terhadap semua perjanjian, baik bernama maupun
vang tidak bernama.

Misalnya : pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya
perikatan, haruslah diberlakukan pada semua perjanjian yang ada dalam Bab V sampai
Bab XVIIL.

Sistim dan azas yang terkandung dalam buku ke I1I, KUH Perdata adalah sistim

terbuka, dan berbeda dengan sistim tertutup yang terkandung dalam Buku ke — 11
dimana para pihak tidak dapat menentukan lain selain yang telah ditentukan oleh
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Undang-Undang. Sistim terbuka berarti bahwa para pihak dapat menentukan lain
pada yang lain telah ditentukan oleh Undang-Undang. Jadi dengan kata lain
bahwa Buku ke — III tersebut mengatur secara tersendiri, atau dapat juga disebut
azas kebebasan berkontak dalam membuat perjanjian (Beginsel Der Contracts
Vrijheid)."”

Azas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1| KUH
Perdata yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi para pihak leluasa untuk
membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
Perkataan semua sebagai tertera didalam pasal 1338 KUH Perdata tersebut dapat pula
kita anggap sebagai suatu pernyataan lainnya yang juga tertuju atau ditujukan kepada
masyarakat.

Selain menganut azas kebebasan berkontrak seperti yang disebut di atas, juga
pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap atau aanvullende
recht yang mengandung arti bahwa pasal-pasal dalam hukum perjanjian itu boleh
dipakai manakala dikehendaki oleh pihak yang membuat perjanjian. Mereka pada
umumnya diperbolehkan membuat perjanjian tersendiri atau ketentuan sendiri yang
menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian. “Jadi undang-undang baru berarti
nagi pihak-pihak yang saling mengadakan janji itu sendiri didalam perjanjian yang
mereka buat.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa mengenai soal yang satu ini akan tunduk

wepada Undang-undang”."?

" R. Subekti, IT, Op.Cit, hal. 105.
" Ibid, hal. 105 — 106.
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Dengan demikian melihat uraian singkat tersebut di atas nyatalah berlainan
dengan sistim tertutup, sebagaimana yang dianut dalam Buku ke- Dua KUH Perdata,
dimana para pihak tidak menentukan lain, selain yang telah ditentukan dalam undang-
undang.

Di samping sistim terbuka Hukum Perjanjian, juga mengandung suatu
pengertian yuang mungkin atau meungkinkan terciptanya perjanjian-perjanjian khusus
yang telah diatur seperti yang kerap kali ditimbulkan dalam praktek sehari-hari
ataupun karena kebiasaan.

Suatu hal sudah dianggap sah, dalam arti sudah mempunyai akibat hukum atau
sudah mengikat apabila sudah tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari
perjanjian itu, atau dengan kata lain bahwa perjanjian itu pada umumnya adalah
konsensual. Penganggapan perjanjian sebagai demikian itu berkembang dari Hukum
Perjanjian dalam KUH Perdata, yang mengandung pengertian bahwa pada azasnya
perjanjian itu telah dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat atau dengan kata lain
perjanjian itu telah sah apabila telah tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok
dan tidak diperlukan suatu formalitas.

Sepakat mengenai hal-hal yang pokok misalnya : Antara calon pembeli dan
calon penjual telah tercapai sepakat mengenai barang-barang dan harganya.

“Maka dalam hal yang demikian itu dikatakan bahwa antara kedua telah

wwrcapal sepakat mengenai yang pokok, dan perjanjian jual beli itupun sudahlah
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Isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak di
Zzlam perjanjian itu. Kepatuhan adalah ulangan dari kepatuhan yang terdapat dalam
“zsal 1338 KUH Perdata.

Kebiasaan adalah yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata berlainan
Zengan yang terdapat dalam Pasal 1347 KUH Perdata. Kebiasaan yang tersebut dalam
“zsal 1339 KUH Perdata bersifat umum, sedangkan yang disebut Pasal 1327 KUH
serdata jalah kebiasan yang hidup di tengah masyarakat khusus (bestending
sebruikelijk beding), misalnya pedagang.

Yang dimaksud dengan undang-undang di atas adalah undang-undang
s<lengkap, undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat dilanggar oleh para

Urutan isi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, mengenai
wzzwiusan peradilan mengalami perubahan sehingga urutan dari elemen isi perjanjian
=wemiadi sebagai berikut :

<1 perjanjian

ndang-undang

sehiasaan
= Aepatuhan
Hal ini didasarkan pada Pasal 3 A.B (Algemene Bepalingen) yang menentukan

“eowz kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum jika ditunjuk oleh undang-
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Tujuan dari perlindungan yang demikian ini adalah untuk menjamin agar

setiap pekerja mempunyai ketenangan dalam melaksanakan pekerjaannya yang

Zhirmya membawa keuntungan bagi perusahaan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Saiful Anwar, yang menyebutkan

szhwa: "Tujuan diadakannya Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah untuk

=zningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya yaitu dengan mengatur dan

=eniamin hak serta kewajibannya dalam hal terjadinya kecelakaan kerja atau

=enderita sakit karena ada hubungan dengan pekerjaan”.

kb

I

w22

Perasaan akan ketenangan kerja ini pada umumnya tercermin pada aturan

isasi mengenai berbagai jaminan organisasi karyawan yang meliputi jaminan :

Perlakuan yang adil terhadap semua pegawai atau karyawan tanpa
membedakan agama, suku, turunan dan lingkungan sosial. Masalah-masalah
dalam lingkungan kerja yang sering timbul pada umumnya diakibatkan dari
rasa tidak puas karyawan, merasa diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan.
Perawatan atau pemberian asuransi terhadap para karyawan yang melakukan
pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dan penuh resiko, adanya asuransi yang
demikian jelas menimbulkan ketenangan bagi karyawan.

“fasa depan karyawan terutama dalam keadaan tidak mampu lagi melakukan
oekerjaan akibat kecelakaan, baik phisik maupun mental.

Sentuk jaminan dapat diwujudkan seperti tunjangan pensiun, tunjangan cacat
£igu apapun namanya.

~zitul Anwar, Sendi-Sendi Hubungan Pekerja Dengan Pengusaha, Fak. Hukum UISU,
P, Bl 47.
“izidirachman Ramu Pandojo, Manajemen Personalia, Edisi ke I11 BPIE - UGM, Yogjakarta

_ .
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B. Jaminan sosial Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun
1992

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 yang disebut dengan Undang-Undang
Kecelakaan ini diundangkan pada tanggal 18 oktober 1947. Pada saat itu Republik
Indosesia masih berbentuk Negara Serikat, dan oleh karena itu maka Undang-undang
Nomor 33 Tahun 1947 hanya berlaku pada wilayah Negara Bagian Republik
indonesia beribukota di Yogyakarta saja.

Setelah negara kita kembali pada Negara Kesatuan Undang-Undang Nomro 33
Tahun 1947 diberlakukan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1951.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 maka
Zimulailah titik awal yang cerah dari penerapan bagi pekerja di Indonesia. Di katakan
Zemikian pada sebelumnya bagi pekerja kita masih terbelenggu oleh ketentuan KUH
#zrdata yang menyulitkan mereka.

Seperti diketahui KUH Perdata adalah warisan kolonial yang sudah barang
wzaiu lebih mementingkan majikan daripada buruh. Dalam hal ini pemberian jaminan

wial  misalnya, KUH Perdata masih menganggapnya sebagai ganti rugi, dimana

wnek pekerja harus membuktikan terlebih dahulu apakah memang benar-benar
=uzixan telah merugikannya atau tidak. Kalau terbukti baru pekerja akan mendapatkan
gz Kerugian (jamina sosial). Membuktikan inilah yang sulit bagi pekerja, sehingga
wwmyva Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 dapat dikatakan "merupakan suatu
o« zwal yang cerah".
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keputusan Menteri Perburuan Nomor 5 Tahun 1964. Disamping Peraturan Menteri
Perburuan Nomor 3 Tahun 1964 jo Nomor 3 Tahun 1967, pada waktu secara bersama
berlaku pula aturan-aturan jaminan sosial lainnya, hal ini disebabkan karena :
Peraturan Menteri Perburuan Nomor 3 Tahun 1964 jo Tahun 1967 tidak mencabut
Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947. Disamping kedudukan Peraturan Menteri
Perburuan Nomo 3 Tahun 1964 jo Tahun 1967 ini kedudukannya lebih rendah
sehingga tidak mungkin dicabut.

Peraturan Menteri Perburuan Nomor 3 Tahun 1964 jo Tahun 1967 tidak bisa
menjangkau atau mempertanggungkan semua buruh yang ada di Indonesia, sehingga
perlu adanya peraturan baru.

Akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya kesimpangsiuran mengenai
peraturan tersebut, sehingga pemerintah menyadari dengan penyelenggaraan jaminan
sosial secara individu ini sifat kegotong-royongan antar pengusaha tidak akan ada,
sehingga perusahaan-perusahaan yang kecil tidak akan mampu untuk
melaksanakannya sendiri.

Sedangkan untuk menjadi tertanggung dalam dana jaminan sosial masih harus
terbentur pula dengan keharusan untuk memiliki izin untuk menjadi tertanggung.
Karena itulah maka pemerintah kemudian bertekad untuk melaksanakan jaminan
sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang ketentuan-
ketentuan pokok tenaga kerja. Menyadari akan hal itu maka pemerintah dalam hal ini
Departemen Tenaga Kerja bekerja sama dengan Departemen Transmigrasi dan
Koperasi pada tahun 1972 dan membentuk dua team. Team pertama yang tugasnya
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Jaminan hari tua.

Jaminan peliharaan kesehatan.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah merupakan hak dari setiap pekerja untuk

mendapat perlindungan baik dalam bantuan sosial maupun penggantian kerugian

dalam rangka pelaksanaan tugas yang merupakan kewajiban setiap pekerja.

Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja adalah merupakan realisai dari sistem

pekerja yang berlaku sekarang ini bahwa pekerja tersebut bukan lagi di pandang

sebagai orang dari pengusaha, melainkan sudah mempunyai kedudukan yang sejajar

dalam arti pekerja adalah merupakan mitra pengusaha dan meningkatkan usahanya.

Dalam hal yang sedemikian inilah maka pemerintah mengupayakan agar setiap

pengusaha yang mempekerjakan para pekerja di Indonesia, harus memberikan

pelindungan, baik terhadap keselamatan pekerja maupun keluarganya juga mengenai

jaminan kepastian pendapatan dan penghasilan, sebagaimana yang di atur dalam

undang-undang Nomor 3 Tahun 1992.

Dalam konsideran menimbang butir b dan ¢ Undang-undang Nomor 3 Tahun

1992 disebutkan bahwa :

a.

Dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dan perkembangan
pembangunan nasional diseluruh tanah air dan semakin banyak pengunaan
teknologi diberbagai bidang kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi
resiko mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja,
sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam
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Bagi usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan,
apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan tenaga kerja (pasal 2 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1992), wajib mengikut sertakan pekerjanya dalam jaimnan
sosial tenaga kerja.

Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 menegaskan bahwa pengusaha
dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam jamsostek.

Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah
beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja diperusahaan/bagian
perusahaan yang berdiri sendiri . Selain itu, pengusaha juga wajib menyampaikan
data ketenaga kerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan

penyelenggaraan program jamsostek kepada penyelenggara.

C. Syarat-Syarat Menjadi Peserta Jamsostek

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 117 Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

Yang dimaksud dengan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna
menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang
atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
sebulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial
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tenaga kerja.

Yang dimaksud dengan pengusaha adalah :

1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik
sendiri.

2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya,

3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar
wilayah Indonesia.

Bagi pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan
kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat yang lebih baik dan paket jaminan
pemeliharaan kesehatan (JPK) dasar, tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (JPK) yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek. Di samping itu, dalam hal
perusahaan belum ikut serta dalam program Jamsostek. Pengusaha wajib memberikan
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada tenaga kerjanya. Pengusaha harus secara
aktif (wajib) mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja sebagai peserta program
Jamsostek pada PT. Jamsostek.

Sehubungan dengan kepsertaan Jamsostek, Badan Penyelenggara dalam hal ini
PT. Jamsostek berkewajiban untuk menyampaikan kepada pengusaha :

1. sertifikat kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda kepesertaan,

2. Kartu peserta untuk masing-masing tenaga kerja sebagai tanda kepesertaan dalam

program Jamsostek,
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan
yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Penyelenggaraan program Jamsostek bersifat wajib dan dilaksanakan dengan
sistem asuransi sosial untuk menjamin solvabilitas dan kecukupan dana guna
memenuhi hak-hak peserta dan kewajiban lainnya dari badan penyelenggara
dengan tidak meninggal watak sosialnya.

Program-program Jaminan Kecalakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian
(JKM), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) adalah termasuk dalam
program asuransi, sedangkan program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan
suatu bentuk program dana pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun bagi
pesertanya.

Akibat adanya wanprestasi dalam Jamsostek ini adalah kepada pihak
pengusaha dikenakan denda dalam bentuk uang, karena timbulnya wanprestasi
dalam hal ini adalah dikarenakan pengusaha yang mengikuti program

Jamsostek tersebut terlambat membayar kewajibannya kepada pihak pengelola
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Jamsostek yaitu PT. Jamsostek.

Sedangkan tindakan yang dapat diambil oleh PT. Jamsostek kepada pengusaha
yang tidak mengindahkan kewajibannya membayar iuran kepersertaan jaminan
sosial tenaga kerja adalah berupa :

- Mengeluarkan surat pemberitahuan tunggakan iuran.

- Pelimpahan penanganan kepada pihak Depnaker.

- Pelimpahan penanganan kepada pihak Kejaksaan.

- Pelimpahan penanganan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

B. Saran

1. Hendaknya pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)
dapat tetap dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi, karena dengan
adanya pelaksanaan program jamsostek tersebut disamping dapat memberikan
perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan bagi pekerja
dan keluarganya, juga dapat meningkatkan produktivitasnya pekerja terhadap
perusahaan.

2. Agar pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) tidak
mengalami hambatan, maka perlu diupayakan pemberian penyuluhan dan
bimbingan tentang program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) bagi para
pekerja dan mengikut sertakan pekerja dalam acara pendidikan dan
penegakkan hak tentang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) yang

dilakukan oleh instansi yang terkait yang bekerja sama dengan Departemen
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